
Peraturan Menteri KeuanganDaerah,

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

NomenklaturKlasifikasi, Kodefikasi dan

menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor

123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran

2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-3708 Tahun 2020 ten tang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

PERU BAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN

NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2021

TENTANG

PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2021

WALl KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

danmemperhatikandengana. bahwaMenimbang



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1820);

Mengingat

Republik Indonesia Nomor

17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

(COVID-19) dan Dampaknya, perlu
dilakukan penyesuaian Peraturan WaliKota
Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KotaBanjarmasin Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Wall Kota tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor97 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran2021;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun

2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata



Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
RepublikNegara(BeritaDampaknya

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 17/PMK.07 /2021 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka

Mendukung Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan

Pendapatan dan

Anggaran 2021

Indonesia Tahun

Penyusunan Anggaran

Belanja Daerah Tahun

(Berita Negara Republik

2020 Nomor 888);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2017 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2020 ten tang Pedoman



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota

Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2020),

diubah sebagai berilrut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran II, pada bagian Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Pasal I

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN

KETIGAATAS PERATURANWALl KOTABANJARMASIN

NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTABANJARMASINTAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan



Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan

Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan,

Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas

Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas

Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata , Dinas Perputakaan dan Arsip,

Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, dan Badan Keuangan

Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan

dan Pelatihan, Inspektorat, Kecamatan

Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin

Utara, Kecamatan Banjarmasin Tengah,

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan

Banjarmasin Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik sehingga keseluruhan berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wall Kota ini.



BERITA DAERAH KOTABANJARMASINTAHUN 2021 NOMOR
30

MUKHYAR

/A--.
PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTABANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 IIIei 202 1

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 I.rei 2021

Pj. WALl KOTABANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan


